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PIRATIJX]NDAER.AHK-'AUPATEN JEPARA
NOMOR 20 TAHUN2MO

TENTANG
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Dssh ilmh&m Nesan Trbut 1999 Nonor 72,
T.o,bah&, Lriba, $ Ne8m Nord 33,13) j
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MenEn Da&m N€en reqa.i Pol.Ls.nun Undss
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PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 20 TAHUN 2000 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 

Menimbang a.bahwa dalam rangka memperlanoar pelaksangan tugas 
togas Aparat Pererintah Desa dalam melaksaoak.an 
kcgiatan pcmcrintahan pembangunan dan pelayanan 
masyarakat Dess secara berdayaguns dan berhasilguna, 
maka perl menetapkcan pedoman penghasilan bagi 
Petinggi dan Perangkat Desa 

b. bahwa untuk maksud tersebut hurut a dipandang perlu 
menetapkan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat 
Desa dengan Peraturan Daerah 

Menginogat l Undangundang Nomor 13 
Pembentukan Dacrah-daerah 
Lmngkungan Props Jawa Tengah; 

tentang 
Dalam 

Tahu0 1950 
Kabupaten 

2. Undangdang Nomor 22 Tehan 1999 entang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3839) 

3. Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antars Pererintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Taebahan Lembaran Negara Noor 3848), 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahu 1999 
tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam 
Negen, Kcputusan Menton Dalam Negeri dan Instruksi 
Menten Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang 
ndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemenntah Dess 



5 K.runisn M..reri D.l{m Negcn Nmor 63 Tahun 1999
r.nhs P.oituk P.lakan@ dm Peny€ rian
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6. Kq,DtuD Metrbi Drlam Nqdi No'!.1 aL, TslD, 1999

rcnhs Pcdodan umum Pm$bls Metrgssi D.s.

Demetr P.nduiu
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: PERAIURAN DAI'R?"'] X}3UPAI !]N JIPAXA IlN I)\NG
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5. Kepumsan Menteri Dalam Negeni Nomor 63 Tahun 1999 
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyvesuaian 
Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dess 
dan Kelurahan, 

6. Keputusa Menteri Dalam Negeri Nome#r (4 Tahu 1999 
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa 

Dengan ersetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATUKAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TEN[ANG 
KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN 
PERANGKAT DESA 

KEIENTUAN UJMUM 

Pawsal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
a. Daerah dalah Daerah Kabupaten Jepara, 
b. Pererintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara, 
¢. Bupati adalah Bupati Jepara, 
d. Dosa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mnengurus kepentigan msyaura.kat setempat berdasarkan asal isl 
dan adat istiadat setempat yang diaki dala sistem Pemerintahan Nasional dan 
berada di Daerah, 

e. Pemerintahan Desa adaiah kegiatan Pererintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemcrintah Dsa dan Badan Perwakilan Dcsa. 

f Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa, 
g. Badan Perwakilan Desa yang sclanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan 

yang terdiri atass pemka-pomaka mayarakat yang ada di Desa yang berfungsi 
mengayomni adat istiadat, membugt Peraturan Dess, menampung dan 
menyalurk.an aspirasi masyarakat serta melakukan pongawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan Lesa, 

I 
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h. P@tonn Dos adnlih rmns pciimtr yang dieplGn.leh Pci,is8i d.1.h
madrpd pelsju BPD ,

I Anssran Pendrprb dar Bd,trjc D€s )?trg ela4jrhya dising\d AIB Dee
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pi , disto pihak ntrss,durs ra]!6r psreinr@ dr" dn,n, pil*k
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Pmngksr D*& ymg dibdrenritrn dengaR homar i
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h. Peraturan Desa adalah semu peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah 
mendapat persetujuan [PD 

I. An&garan Pendapatan dan Belanja Dess yang selanjutya disgkat AP'B Desa 
adalah rencana operasional tahnan dari program pemerintahan dan 
perbuangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka 
rupiah, disatu pihak mengandung target penerimaan dan dilain pihak 
mengandung perkiraan batas tertinggt pengeluaran keuangan Desa, 

j Tanah Kas Dess adalah tanah milik Pemerintah Desa yang digunakan untuk 
penyelenggaraan Pemerintahn. Pembangunan. dan Kemasyarakatan, 

k. Bongkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi pcnghasilan tclap 
Petinggi, Perangkat Desa dan pemberian penghargaan kepada Petinggi dan 
Perangkat Dess yang diberhentikan dengan hormat 

1 Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang ditcrima Petinggi dan 
Perangkat Dess, 

m.Penghasilan lainnya adalat penghastan yang diperoleh Petinggi atau Perangkat 
Desa secara sah diluar penghasilam tetap 

Ai Ii 

SUMBER PENOHASIL AN TETAP DAN PENGHASILAN LAINNY A 

Bugaw Perans 
Sumber Penghasvan 

Pasal 2 

(I) Sumber Penghasilan tetan Petinggr dan Perangkat Dess dapat berasal dari 
a. Tanah Kas Desa. 
b. Swadaya Masyak.at 
e. Gotong Royong, 
d. Pungutan Desa 
e. Usaha Desa lainnya 
t. Lain-lain pondapatau Desa yang ah 

(2) Bagi Dsa-desa yang memitiki Tanah Kas Desa yang cukp las, maka 
penghasilan tetap Peringgi dan Perangkat Desa berupa penggarapan sebagian 
taah kas Desa atau yang disebu bengkok 
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dne Lk n oleh Pmoinlrh D-e,r3s prEctujnu BPD $susi den$n sirusi
dm kondisi Des ]!ns b.rsrrykuhtr
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PTNGIIASILAN PI iNCCi i]{\I PEf,{NGK{T DESA YANG
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(3) Bag Desa-desa yang tidak mempunya Tanah Kas Dess, Penghasilan tetap 
Petinggi dan Perangkat Desa dapat diambilkan dani sumber penghasilan sclan 
Tanah Kas Desa 

Begun Kedu 
esarmya Penghasitan Tetap 

asal 3 

() Bagi Dess-desa yang memitiki Tench Kas Dess. besar keciinya tanah bengkok 
sebagar penghastlan lap Petinggi dan erangkat Desa selama menjabat, 
ditentukan oleh Pemerintah Desa ata persetujus BpD sesuai dengan situasi 
dan kondisi Dess yang bersangkutan 

(2) Bag Desa-desa yang tidak metilili Tanah Kas Desa, besar keoilnya 
penghasilan tetap Petigur da Perangkat Dess selama menabat, ditentukan 
olei Peremintah Dsa ata persetrjn PD) sesuai dengan sttunsi dan kondisi 
Desa yang bersangk~ta 

() Penentan Penghasitan tetap Petinggi dan Perangkat Dess sebagaimana 
dmaksud dalarm awvat (dun avg+dielapka dengun Peraturan Dess 

Bagan Ketga 
enghaslan Lanya 

sad # 

Disamping diberikau penghasilan tetup scbagaimana dimaksud dalam pasal 3, 
Petinggi dan Perangkat Des dspat emperoteh penghasilan tanya yang sah 
ssuan dengam peraturan perm«dug-udangan yang berlakru 

BAii Ali 

PENGHASILAN PI ZINGG! DAN PERANGKAT DESA YANG 
DIERHENTIKAN ST MEN'TARA DARI IABATANNY A 
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(1) Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya 
diberikan penghasilan sehesar ins tlima puluh prosen) dari penghasilan 
yang seharusnya diteria eodae#a sisaoya dimasukkaan ke Kas Desa 
untuk digunakan kcgitan pervclenggaraan Pemerintahan Dsa. Pembangunan 
dan Kemasvarakatan 

(2) Penghasilan scbagaimars maoas dakn ayat (l diberikan tcrhitung sjak 
ditetapk annya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangklan 
sampai dengan adanya Neputusa leth ianut dari pejabat yang berwenang 

BA IV 

PELANSANAAN J IBERIAN PENGHASIL AN 

Pemberisn ponghasilan eiap Fggr dan Ferangkat Dos. pela#son@an,va 
terhitung sejak pelaatikan seapei dcnga pabatan berakhir. 

PEMBERIA PENHARGAAN 

(I) Petinggi yang diberhentkan dent henmat dnn mempunyai masa pengabdian 
pealing sedikit 5 lma ah dapot ibean penghat gas dengaen men gtap 
bengkol paling tinggi a arias bangkok sebagaimana dimaksud dala 
pasat 3 ayat(I) dalam watt paling lame I au) tahun 

(2) Dsa yang tidak mcmaaai Bongio# yang Pctingginya diberhentikan dcngan 
hormat dan mempunygi zssa pngaodion paling sedikit 5 (ima) tahon dapat 
dibenikan penghargaan 2U tar pencheslan tetap yang diterima sebagamana 
dimak sud dalam pasat 3 avatidaia wakt paling lama tsatu) tah 

(3) Perangkat Desa yang diberhestikaa dengan hormat dan mempunyai mass 
pengabdian paitng secdsti l +shit tahn dapat dibenikan penghargan 
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(l) Bagi Pdilgsi sbu Permskst Dcs ,uc dibane il6 dltsu homsr
s.blsanda dinlksud dslan pasat 7 yug nciing-s&l dunid sbclun ,mg
ponsiu heb;. brh.dop Dlria,ni ]mg sah drb.rili,tr FDs:hrge FBiun
pslins tiasisi 20 % dari bengkok yag ditdma

(2) Jrngka wait psmbdi&n pensnfie@op.inun *basoimm dir suddald
ald(I) adalii sis sit Fmbeie pdghalludpmsiun yuB b€lun dijabni
Petinlei rka Pdorgkil Dcs

dengan menggarap bengkok paling tinggi 20 % dari luas bengkok sebagaimana 
dimaksud dalam pasal ayat (I) dengan ketentuan waktu 
a. masa pengabdian IO tahun waktu penggarapan I tahun 
b. masa pengabdian sampai dcngan 20 tahun waktu penggarapan 2 tahun. 
c. masa pengabdian 20 tahun keatas waktu penggarapan 3 tahun 

(4) Desa yang tidak mempunyai bengkok yang Perangkat Desanya diberhentikan 
dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) 
tahun diberikan penghangaan 20 % dari penghasilan tetap yang diterima 
scbagaimana dimaksud pada pasa 3 ayat (2) dcngan ketontuan waktu: 
a. masa pengabdin 10 tahun selama I tahun 
b. masa pengabdian sampai dengan 20 tahun selama 2 tahun 
c. masa pengabdian 20 tahn keatas selama 3 tabun 

(5) Penentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalarm ayat (I) dan 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Dess 

() Bagi Petinggi atau Perangkat yang meninggal dunia, terhadap istri ata 
suaminya yang sah, dapat diberikan penghargaan dengan jangka waktu 
sebugaimaa dimak sud dalam pusual 7 ayat () dan ayat (2) paling tinggi 20 % 
(dun puluh prosen) dari penghasilan tetap yang diterima. 

(2) Jangka wakt pemberian penghargaan/pensiun sebagaimana dimaksudkan ayat 
(I) paling lama l (satu) tahun bagi jandaduda etinggi dan paling lama 3 
(tiga) tahun bagi janda'duda Perangkat Desa, terhitung sejak ditetapkannya 
Keputusan tentang Pemberhentian Petinggi dan Perangkat Desa yang 
bersangkutan 

Pasal 9 

() Bagi Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat 
scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang meninggal dunia scbelum masa 
pensin habis, terhadap istri/suami yang sah diberikan penghargaan/pensiun 
paling tinggi 20 % dari bengkok yang diterima 

(2) Jangka waktu pemberian penghargaan pensiun sebagaimana dimaksud dalam 
ayat() adalah sisa waktu pemberian penghargaan/pensiun yang belum dijalani 
Petinggi ataa Perpgkat De«a 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pase 10 

() Penghasilan yang telah diterima oleh Petinggi dan Perngkat Desa berupa 
bengkok sebelum berlakunya Perturan Daerah iti, diyataka tetap berlakcu 
sampai dengan berakhirnya masa jabatan 

(2) Penghasilan yang telah diterima oleh Petinggi dan Perangkat Desa berupa 
bukan bengkok sebelu berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap 
berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Dess masing-masing yang mengatur 
tentang Kedudukan kKeuangan etinggi dan Perangkat Dess berdasark.an 
Peraturan Daerah m 

(3) Penghargaan kepada Petinggi dan Perangkt Dess atau terhadap 
Jadadudanva vang telah diberikan sebelum berlakunva Peraturan Daerah iru, 
masih tetap berlalu sampai dengan berakhirnya batas walto pemberian 
Penghargtan yang telah ditentukan 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal Il 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lgnjut oleh Bupat 

Pasal 12 

Perturan Daerah int mulai berlaka pada tanggal diundangkan 

' 
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Agar Spaya setiap orang dapat mengetahuiya, memerintahkan pengndangan 
Peraturan Daerah ini dengan penermpatanmys dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal I Deserber 2000 

BUPATI JEPARA 

' ' Diundangkan di Jepama 
Pode tanggal Desember 2000 

- Dri. SOENARTO 

- 

Per.bra Tingkat I 
NIP 010 072 015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20ODO NOMOR AS 
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ENIEL ASAN 

ATAS 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 20 TAHUN 2000 

TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA 

I. PENIEL.ASAN UIMUM 

Desa berdasark.an Undang-dang Nomor 22 Tahu 1999 tentang 
Ponerntaha Derah adalah suatu kesatuan masyarakcat hokum ya 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasark.an asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalan 
sistem Pemerintahan Nasional yang herada di Daerah Kabupaten 

Pereritah Desa terdiri atas Petinggi dan Perangkat Dess yang tendiri 
daniCarik. Kebavan. Lada, Modin, Petengan, Kamituwo dan Perangkat Des.a 
lainnya sesuai dengan praturan perundang-wndan@an Yang berlaku 

Agar tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan kewenangan untuk 
mengatur den mengurus kepentingan masyark.at da peat berjalan sebb.ik- 
baiknya, maka bagi Petinggi dan Perangkat Desa sebagai penaggungjawab 
da plaksana penyelenggaraan desa. perl adanya pengatran mengena 
kedadukan keuangan Petinggi da Peranglat Desa 

Peadapatan Desu-desa di Kabupaten Jepara tidak sama, karena kondisinya 
yang berbeda-beda. Ada Des-desa yang memiliki kekayaan Dess yang 
merupaka umber pendapateen esg, ada pula Dess-des yang kurang 
memiliki kekavaan des.a sehingga pendapatannya rendah 
Oleh karena itu pengaturan pemberian penghasilan hagi Petinggi dan 
erangkat Desa tidak secar seragam memunjuk pada angka nominal 

besamya pengbasilan yang dibonkan kcpada Petinggi dan Perangkat Dsa, 
kan tetapi memberikan ketentuan-ketentan, batasa 'kuran yang harus 
iperhatik:an dalam menentukan beamyna penghastlan Petinggi dan Perangkat 
Desa 
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Pengaturan lebih lanjut engenai ketentuan angka nominal besarnya 
penghasilan petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturn Desa 
Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Lesa dapat secara leluasa 
monentukannya sesusi dengan kondisi kemampan kcangan Dess 
Dan untuk mendorong semangat dan prestasi kerja maka diupayak.an 
enatka penghasilo da pemberia tunjgs yaatg pelakc saaacnya 
disesuakan dengan kondisi kemanpuan keuangan Desa 

II. PENIEL ASAN PASAL DEMI ASAL 

Pasal tsdnasal 2ayat(2 

Pasal 2 aat( 

Pass! 3 avatitan A2 

Pasal 3 ayat3y 

asst7vat1tan (2 

Cukp jelas 

Yang dimaksud dengan diambilkan dari 
sumber Penghasilan sclain tanah kas 
desa adalah sumber penghasilan yang 
berasaj dan swadaye masyarakat, 
Gotong royoag. pungutan Dess, 
pemberian bantuan dani pemerintah, 
Pemerintah propinsi dan Pemerintah 
Daerah dan usaha Dess lanva 

Cnkp jelas 

Peraturan Des yang mengatar tentang 
penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat 
Dess dapat menentukan batas paling 
serlikit dan pang banyak penghasilan 
tetap yang diperolet Petingg dan 
Perngkat Dess sesuai dengan situasi 
dag kondis Des setem pat 

Cu#up jels 

Dalam hat terdapat Petingg yang 
diberhentik an, dcngan hormat tetsp 
bc/um mempunya masa pengabdian 5 
ima) tnhun, maka emeritah Desa 
apat menetapkan pemberian tali asih 
atan pesangon sesuar dengan 

' 
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Pas!7ayat (3) dan (4) 

Pasal 7 ayat(5sid pasai 12 

I 

I 
' 

' 
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emampuao keungan Dess yang 
bersangkuta 

Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang 
diberhentikan dengan hormat tetapi 
betum mempunvaa masea pengabdia 10 
tsepuluh) tahun, maka Pemerntah Desa 
dapat menetapkan tali asih ata 
posangon sesuar dengan kemampuan 
kcuangam Desa yang bersangkutan 

C kapjelas 

• / 


